
 
 

BUPATI PANDEGLANG 
PROVINSI BANTEN 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 
NOMOR  5  TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PANDEGLANG, 

 
Menimbang     :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
 

 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
 



 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 6. 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5049); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5340); 
 
 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5155); 
 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 



 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165); 
 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4614); 
 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

 16. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

 17. 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 
 
 



 21. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 2); 
 

 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2012 Nomor 4); 
 

 25. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10); 
 

 26. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11); 
 

 27. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12); 
 

 28. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 
Nomor 3);  
 

 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 4); 

   



 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 

dan 
 

BUPATI PANDEGLANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

Pasal 1 
 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan 
keuangan yang memuat : 

 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); 

c. Neraca; 

d.Laporan Operasional 

e. Laporan arus kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

g. Catatan atas laporan keuangan; 
 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

 
 

Pasal  2 
 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a 
sebagai berikut : 
 

a. Pendapatan              Rp.     2.053.864.858.795,00 

b. Belanja dan transfer           Rp.     2.037.028.432.384,79 

Surplus/(defisit)            Rp.        16.836.426.410,21 
 

c. Pembiayaan   

- Penerimaan  Pembiayaan           Rp.         271.497.431.429,24 

- Pengeluaran  Pembiayaan           Rp.                                0,00 

Pembiayaan Netto            Rp.        271.497.431.429,24 
 

 
 



Pasal  3 
 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut : 

 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah   Rp. 20.363.389.550,38 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan           Rp.     2.074.228.248.345,38 

2. Realisasi               Rp.     2.053.864.858.795,00 

Selisih lebih/(kurang)            Rp.        20.363.389.550,38 
 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 308.697.247.389,83  
dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran belanja setelah perubahan  Rp.     2.345.725.679.774,62 

2. Realisasi       Rp.     2.037.028.432.384,79 

Selisih lebih/(kurang)              Rp.      308.697.247.389,83 

 
c. Selisih   anggaran     dengan       realisasi     surplus / defisit  sejumlah             

Rp. 288.333.857.839,45  dengan rincian sebagai berikut: 

1. Surplus/defisit setelah perubahan                Rp.      (271.497.431.429,24) 

2. Realisasi                        Rp.          16.836.426.410,21 

Selisih lebih/(kurang)                      Rp.      288.333.857.839,45 
 

d. Selisih   anggaran    dengan    realisasi    penerimaan    pembiayaan   sejumlah   
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan  setelah 
Perubahan            Rp.    271.497.431.429,24 

2. Realisasi           Rp.    271.497.431.429,24 

Selisih lebih/(kurang)             Rp.                           0,00 
 

e. Selisih   anggaran    dengan    realisasi    pengeluaran    pembiayaan   sejumlah 
Rp. 0,00  dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pengeluaran pembayaran  
setelah perubahan      Rp.                              0,00 

2. Realisasi                   Rp.                              0,00      

Selisih lebih/(kurang)        Rp.                             0,00 
 

f. Selisih  anggaran  dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah  Rp. 0,00  dengan 
rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pembiayaan neto 
setelah perubahan                    Rp.      271.497.431.429,24 

2. Realisasi         Rp.       271.497.431.429,24 

Selisih lebih/(kurang)       Rp.                               0,00 
 

 



 
 

Pasal  4 
 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut : 
 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal    Rp.     271.502.831.929,24      

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan  
Pembiayaan Tahun berjalan    Rp.     271.497.431.429,24 

c. Subtotal (a-b)       Rp.                5.400.500,00 

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran  Rp.        288.333.857.839,45 
(SiLPA/SiKPA) 

e. Subtotal (c+d)                Rp.   288.339.258.339,45 

f. Koreksi Kesalahan Pembukuan   
Tahun sebelumnya      Rp.                   5.400.500,00 

g. Lain-lain       Rp.                              0,00 

h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e - f + g)   Rp.      288.333.857.839,45 
 
 
 

Pasal  5 
 

Neraca  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 
Tahun 201 sebagai berikut: 
 

a.   Jumlah aset         Rp.    2.227.687.171.993,87 

b. Jumlah kewajiban        Rp.           2.333.450.287,10 

c. Jumlah ekuitas dana         Rp.    2.225.353.721.706,77 
 
 

Pasal  6 
 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 
Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 
  

a. Jumlah Pendapatan      Rp.     2.219.003.355.064,68 

b. Jumlah Beban       Rp.     2.007.145.240.627,49 

c. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi (a-b)  Rp.        211.858.114.437,19 

d. Jumlah surplus/Defisit dari kegiatan 

Non operasional      Rp.               242.913.402,50 

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa (c-d)  Rp.        211.615.201.034,69 

f. Pos Luar Biasa      Rp.                                0,00 

g. Surplus/Defisit LO (e+f)     Rp.        211.615.201.034,69 
 

 



 
 

Pasal  7 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 
 

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015       Rp.        271.576.973.340,24 

b. Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi Rp.      2.053.715.283.795,00 

c. Jumlah arus keluar kas dari aktivasi operasi  Rp.      1.718.678.039.074,45 

d. Arus kas dari aktivitas operasi (b-c)           Rp.         335.037.244.720,55 

e. Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi Rp.                149.575.000,00 

f. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi Rp.         318.350.393.310,34 

g. Arus kas dari aktivitas investasi (e-f)          (Rp.         318.200.818.310,34) 

h. Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris Rp.        145.068.943.380,55 

i. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris Rp.        145.123.774.402,00 

j. Arus kas dari aktivitas transitoris (h-i)          (Rp.                 54.831.021,45) 

k. Kenaikan/penurunan kas     Rp.          16.781.595.388,76 

l. Saldo Kas Akhir per 31 Desember  

Tahun 2015 (a+k)                Rp.        288.358.568.729,00 
 

 

 

Pasal  8 
 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f 
per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 
 

a. Ekuitas Awal                    Rp.    1.877.090.029.917,28 

b. Surplus/Defisit LO            Rp.        211.615.201.034,69 

c. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ 

Kesalahan Mendasar           Rp.        136.648.490.754,80 

d. Ekuitas Akhir       Rp.     2.225.353.721.706,77 
 
 

Pasal  9 
 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 

 
 



 
Pasal  10 

 

 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 
 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

daerah dan organisasi; 
 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 
kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 

 Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; 
 Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; 
 Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 
 Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

lainnya; 
 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran berikutnya; 

 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan 
 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

b. Lampiran II : Neraca; 
c. Lampiran III : Laporan arus kas; 
d. Lampiran IV : Saldo Anggaran Lebih (SAL); 
e. Lampiran V : Laporan Operasional (LO); 
f. Lampiran VI  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Pasal  11 
 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri 
dari : 
 

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 
 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah 
tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 



Pasal  12 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai 
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

 
Pasal 13 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 
            Ditetapkan di Pandeglang 
             pada tanggal 1 September 2016    
          

BUPATI  PANDEGLANG, 
 

   CAP/TTD 
  

 

IRNA  NARULITA 
Diundangkan di Pandeglang 
pada tanggal  1 September 2016 
 
SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PANDEGLANG, 
 

     

     CAP/TTD 
 

 

      AAH WAHID MAULANY 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR  5 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN: (5,32/2016) 

 
 
 
 
 
 


